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ABSTRACT

This study aims to test the application of public sector accounting, work environment uncertainty, internal control system supervision, the quality of financial statements, clarity of budget targets on the implementation of government financial reporting transparency. Respondents in this research are government employees of Mayor of Central Jakarta, South Jakarta and West Jakarta, the number of government employees who are the sample of this study are 3 government offices of DKI Jakarta each government office 50 respondents government officials. Sampling method used in this study is a random sample, while the method of data processing used by the study is multiple regression analysis.

The data is done through survey by using questionnaires distributed to respondents. The data analyzed by using multiple regression analysis supported by SPSS version 24.0 result of this research indicate that the influence of public sector accounting implementation, work environment uncertainty, internal control system supervision, quality of financial report, clarity of significant budget targets to the application of transparency of government financial reporting. The result of adjusted R square found that, the application of public sector accounting, work environment uncertainty, internal control system supervision, quality of financial report, clarity of budget target to the implementation of transparency of government financial reporting can be explained by 25,0% while 75,0% other variables not included in this research model.

Keywords: public sector accounting application, work environment uncertainty, supervision of internal control system, quality of financial report, clarity of budget target and implementation of transparency of government financial reporting

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan akuntansi sektor publik, ketidakpastian lingkungan kerja, pengawasan sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintahaan Walikota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, jumlah pegawai pemerintahan yang menjadi sampel penelitian ini adalah 3 kantor pemerintahan DKI Jakarta setiap kantor pemerintahan 50 responden pegawai pemerintahan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh penelitian adalah analisis regresi berganda.

Data dilakukan melalui survey dengan mengguanakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data dianlisis dengan menggunakan analisis regresi berganda didukung versi SPSS hasil 24.0 penelitian ini menujukan bahwa pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, ketidakpastian lingkungan kerja, pengawasan sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil adjusted R square ditemukan bahwa, penerapan akuntansi sektor publik, ketidakpastian lingkungan kerja, pengawasan sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan dapat dijelaskan dengan 25,0% sedangkan 75,0% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.


Kata kunci: penerapan akuntansi sektor publik, ketidak pastian lingkungan kerja, pengawasan sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran dan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan 

I. PENDAHULUAN 
Perekonomian yang dimiliki Indonesia merupakan ekonomi berbasis pasar, dimana pemerintahan yang memiliki peranan penting. Sistem ekonomi di Indonesia merupakan sistem yang berdasarkan dari aturan-aturan, aspek dan mekanisme yang memiliki ketergantungan satu sama lainnya sebagai pengalokasian sumber daya milik Negara kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata. Namun dalam implementasinya tujuan tersebut masih belum terealisasikan dengan baik. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai masalah termaksud krisis  dalam ekonomi yang melanda Indonesia. Hal ini disebabkan karena timbulnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara melakukan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), monopili dalam kegiatan hukum, monopili dalam kegiatan perekonomian serta pelayanan terhadap publik yang kulitasnya memburuk.
Fakta yang terlihat sebagai bukti lemahnya penerapan good governance adalah terjadinya kasus korupsi yang terbilang tinggi. Masalah-masalah inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perekonomian yang baik di Indonesia dan juga semakin banyaknya penduduk miskin di Indonesia. Menurut (mardiasmo 2007) governance dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan dalam mengelola urusan-urusan publik .Secara teori good governance dikatakan menekankan pada proses pengelolaan pemerintahan dengan adanya stakeholders yang terlibat dalam bidang social, ekonomi dan juga politik serta ikut juga terlibat dalam pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing. 
Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung jawaban sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaannya. Menurut (Suprayoga 2010) pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan salah satu prinsip dari good governance

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik 
Menurut (Abdul Halim, 2012) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai berikut : “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.
2.2. Ketidakpastian Lingkungan
Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh oerganisasi dan berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun dinamikanya, yang tediri dari faktor tingkat perubahan regulasi, tingkat prtubahan teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan (Tjahjadi, 2011) 
2.3. Pengawasan Sistem Pengendalian Internal 
menurut PP No. 60 tahun 2008 salah satu komponen dalam lingkungan pengendalian internal yang wajib di ciptakan dan di pelihara sehingga menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal adalah melalui perujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif tersebut diantaranya sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
2.4. Kualitas Laporan Keuangan 
Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan adalah:
“Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya”. (IAI, 2002 : par 47)
2.5. Kejelasan Sasaran Anggaran
Peraturan mentri dalam negri (pemendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Secara terperinci (Halim 2007) memaparkan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran pencacatan dan pemaparan transaksi ekonomi (keuangan) dan entitas pemerintahan daerah (kabupaten,kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang di perlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah
2.6. Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan 
Hariadi, Restianto, & Bawono (2010) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Suatu entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja.  

III. METODE PENELITIAN
Objek penelitian ini adalah pada kantor Walikot Jakarta Barat, Selatan dan Jakarta Pusat. Instansi pemerintahan tersebut diteliti mulai dari sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, kinerja dan kejelasan sasaran anggaran.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kausal. Menurut (Sugiyono 2009) Penelitian kausal bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variable (variable independen) terhadap variable lainnya (variable dependan). Dimana variable independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (X1), Ketidak Pastian Lingkungan (X2), Pengawasan Sistem Pengendalian Internal (X3), Kualitas Laporan Keuangan (X4), Kejelasan Sasaran Anggaran (X5) dan sebagai variabel dependen adalah penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y)

Metode Analisis Data
Sebelum dilakukan pengujian, data jawaban responden yang telah dikumpulkan perlu ditransformasi terlebih dahulu dari data ordinal menjadi data interval. Perubahan ini diperlukan karena pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda yang merupakan analisis statistik parameter dimana data minimal mempunyai skala interval.
Transformasi data ordinal data interval dalam penelitian ini dilakukan menggunakan compute variable dengan bantuan SPSS for windows 21.0. (Rahmin, 2014) menyatakan formula yang digunakan untuk mentransformasi data ordinal menjadi data interval adalah: 

I		( Transformasi data interval )
P		( Variabel data ordinal yang ditrasnformasikan )
π 		( Rata-rata hitung mean )
∂		( Stadar deviasi )

Data yang telah ditransformasi menjadi data interval digunakan untuk menyusun model regresi linear berganda. Persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e

Di mana : 

Y		= penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah
α		= Nilai intersep (konstan)
β1.. β5		= Koefisien arah regresi
X1		= Akuntansi keuangan sektor publik 
X2		= Ketidak pastian lingkungan 
X3		= Pengawasan sistem pengendalian internal
X4		= Kualitas laporan keuangan 
X5 		= Kejelasan sasaran anggaran 
e 		= error


Definisi Operasional Variabel

1.Penerapan akuntansi sektor publik
berhubungan dengan keuangan suatu badan pemerintahan baik kota, kabupaten ataupun desa dimana pengelolaan dana yang bersifat sangat sensitif bagi pengelolaan suatu wilayah, negara bagian, kota maupun desa ini di atur oleh pemerintahan untuk pembangunan wilayah tersebut.
2.ketidakpastian lingkungan 
berhubungan dengan resiko karyawan di dalam suatu lingkungan kerja di mana ketidak pastian ini bersifat sangat sensitif bagi karyawan baik karyawan swasta mapun karyawan badan pemerintahan, resiko dalam hal ini adalah bisa berakibat seorang karyawan tidak betah terhadap lingkungan kerjannya baik secara tekanan dari atasan maupun tekanan dari lingkukan kerja itu sendiri
3.pengawasan sistem pengendalian internal
Pengawasan dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan disini diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna.
4.Kualitas laporan keuangan 
merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.
5. Kejelasan sasaran anggaran
berhubungan dengan anggaran yang di berikan kepada pemerintahan  untuk pengelolaan suatu kota ataupun kabupaten agar tidak terjadinya salah sasaran anggaran yang harusnya di peruntuhkan bagi kota yang sedang membutuhkan anggaran agar dapat membangun atau memperbaiki Infrastruktur daerah tersebut. 


IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peneliti mengambil sampel di tiga kantor Walikota Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat). Kuesioner yang disebar berjumlah 150 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 150 buah juga atau sekitar 100%. Gambar mengenai data sampel disajikan pada table 4.1
Rincian tingkat penyeberan kuesioner dapat dilihat pada table 4.1 di bawan ini. 
Tabel 4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian

	Data penyebaran kuesioner
	Jumlah data
	Jumlah dalam %

	1. Jumlah kuesioner yang disebar
	150
	100%

	2. Jumlah kuesioner yang kembali
	150
	100%

	3. Jumlah kuesioner yang tidak kembali
	0
	0%

	4. Total data yang dapat di olah
	150 ÷ 150 x 100%
	100%


Sumber: Data primer yang diolah

Hasil Statistik Deskriptif
1. Uji Normalitas 

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas dengan Metode Grafik
[image: ../Desktop/uji%20normalitas%20.png]
Sumber: Data olahan, 2017
2. Uji Multikolinearitas 
Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas
	Model
	 
	Collinearity Statistics
	 

	 
	 
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	 
	 

	 
	PASP
	0,611
	1,635

	 
	KPL
	0,871
	1,148

	 
	PSPI
	0,984
	1,016

	 
	KLK
	0,911
	1,098

	 
	KSA
	0,568
	1,076



 
	Sumber: Data Olahan 2017 

		Berdasarkan Tabel 4.10 diatas diketahui nilai variance inflation factor (VIF) < 10 dan tolerance > 0,10. Maka dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

3. Heteroskedastisitas
Tabel 4.11
Hasil uji heteroskedastisitas
	variabel
	variabel
	sig
	kesimpulan

	X1
	PASP
	0,001
	Tidak terjadi heteroskedastisitas

	X2
	KPL
	0,885
	Terjadi heteroskedastisitas

	X3
	PSPI
	0,004
	Tidak terjadi heteroskedastisitas

	X4
	KLK
	0,000
	Tidak terjadi heteroskedastisitas

	X4
	KAS
	0,005
	Tidak terjadi heteroskedastisitas


Dari hasil tabel 4.11 diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dari lima variabel 4 dari variabel tidak terjadi heteroskedastisitas di antaranya X1,X3,X4 dan X5 dan satu variabel terjadi heteroskedastisitas ya itu X2 dari pernyataan diatas. 
B. Uji Analisis Data 
4.4.1 Hasil Uji Simultan ( Uji F )

Tabel 4.14
Hasil Uji Statisitk F variabel Y, X1, X2, X3, X4, X5
	ANOVAa
	
	
	
	
	
	

	Model
	 
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	302,829
	5
	60,566
	9,577
	,000b

	 
	Residual
	910,671
	144
	6,324
	 
	 

	 
	Total
	1213,5
	149
	 
	 
	 

	a Dependent Variable: Y
	
	
	
	
	

	b Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1
	
	
	


Sumber: Data Output SPSS 24

	Dalam uji ANOVA atau F test menujukkan, variabel independen bersama-sama berpengaruh terhadap varibel dependen jika nilai probabilitas (∂) (pada kolom Sig). lebih kecil dari level signifikan yang ditentukan yaitu 0,05. Dari hasil output SPSS diatas, nilai probabilitas 0,000 ≤ 0,05 maka memiliki arti bawah  ada pengaruh yang signifikan, jadi penerpana akuntansi sektor publik, ketidak pastian lingkungan, pengawasan sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran  secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintaha.
4.4.2. Hasil Uji Statistik t ( Uji t )
Hasil uji regresi secara parsial (Uji t) dapat dilihat pada tabel tersebut :

Tabel 4.16
Hasil Uji Statisitk t Variabel Y, X1, X2, X3, X4, X5

	Coefficientsa
	
	
	
	
	

	Model
	
	Unstandardized Coefficients
	
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	6,071
	3,655
	
	1,661
	0,099

	
	X1
	0,227
	0,073
	0,453
	4,910
	0,001

	
	X2
	0,158
	0,043
	-0,011
	-0,145
	0,885

	
	X3
	-0,006
	0,057
	0,216
	2,789
	0,004

	
	X4
	0,031
	0,094
	-0,368
	3,916
	0,000

	
	X5
	0,367
	0,086
	-0,089
	-0,934
	0,005

	a Dependent Variable: Y
	
	
	
	
	


Sumber: Data Output SPSS 24

Dari tabel 4.19 diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,001 < 0,05 atau t hitung 4,910 > 1,668 dapat di Tarik kesimpulan bahwa Ha1 diterima, yang artinya penerapan akuntansi sektor publik diterima secara signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
2. Variabel ketidakpastian lingkungan memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,885  > 0,05 atau t hitung -0,145 < -1,668 dapat di tarik kesimpulan bahwa Ha2 tidak diterima, yang artinya ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
3. Variabel pegawasan sistem pengendalian internal memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,004 < 0,05 atau t hitung 2,789 >1,668 dapat di tarik kesimpulan bahwa Ha3 diterima, yang artinya pengawasan sistem pengendalian internal diterima secara signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
4. Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 < 0,05 atau t hitung 3,916 > 1,668 dapat di tarik kesimpulan bahwa Ha4 diterima, yang artinya pengawasan kualitas laporan keuangan diterima secara signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
5. Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,005 < 0,05 atau t hitung -0,934 > 1,668 dapat di tarik kesimpulan bahwa Ha5 diterima, yang artinya kejelasan sasaran anggaran diterima secara signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
A. Pembahasan
1. Penerapan akuntansi sektor publik terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan 
Berdasarkan hasil output SPSS yang telah diuraikan diatas dapat dijelaskan bahwa pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan berpengaruh secara positif. hal ini menunjukan semakin baik standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan maka akan menghasilakn pelaporan keuangan yang relefan di badan pemerintahan daerah. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aditya Senjaya (2017) tentang penerapan akuntansi pemerintahan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah (penerapan akuntansi pemerintah berpengaruh sginifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintahan.
2. Ketidakpastian lingkungan kerja terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan
Berdasarkan hasil output SPSS yang telah diuraikan diatas dapat dijelaskan bahwa Ketidakpastian lingkungan kerja terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan tidak berpengaruh postif. Hal ini menujukan bahwa Ketidakpastian lingkungan kerja terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah maupun pusat 
Hasil penelitian ini sesui dengan penelitian Rahmad Bintang (2016) bahwa ketidakpastian lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
Hal yang sama di ajukan oleh Rian Noprizal (2017) menyatakan bawaha Ketidakpastian lingkungan kerja tidak berpengaruh positif  terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
3. Pengawasan sistem pengendalian internal terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan 
Berdasarkan hasil output SPSS diatas dapat diuraikan bahwa pengawasan sistem pengendalian internal berpengaruh positif  terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan, hal ini dapat dijelaskan bawah pengawasan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan baik kariyawan pemerintahan maupun badan pemerintahan sendiri.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Ni Made Asih Ristansi, Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana (2014) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan daerah.
4. Kualitas laporan keuangan terhadap penerparan transparansi pelaporan keuangan
Berdasarkan output SPSS yang telah di paparakan diatas dapat diuraikan bawah kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerparan transparansi pelaporan keuangan, ini dapat dijelaskan bahwa Kualitas laporan keuangan ada kaitan dengan transparansi pelaporan keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di pemerintahan daerah maupun pusata setiap pekerjaan pencatatan dan pengolahan data keuangan harus sesuai dengan ketentuan, laporan keuangan yang disajikan dan di laporkan tanpa adanya unsur kebohongan didalamnya.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penlitian Nugraeni dan M.Budiantara (2015) bawaha kualitas laporan keuangan berpengaruh positif  terhadap penerparan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan daerah. 
5. Kejelasan sasaran anggran terhapat penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan 
Berdasarkan hasil output SPSS yang telah diperlihatkan diatas dapat diuraikan bawah kejelasan sasaran anggran perpengaruh positif dan signifikan terhapat penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan, dapat diartikan bahwa kejelasan sasaran anggaran pemerintah berkaitan erat terhadap transparansi pelaporan keuangan hal ini bertujuan agar anggaran yang dialokasiakan pemerintahan pusat untuk daerah harus sesui dengan kegunaannya dan transparan dalam memberikan pertanggung jawab kepada pemerintahan pusat maupun kepada masayarakat. 
Hali ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Komang Ayu Satyaningsih, Anatawikrama Tungga Atmaja, Nyomang Ari Surya Dhamawa (2014) benyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggran berpengaruh positif terhapat penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
V. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 
A. Kesimpulan Penelitian 
Berdasarakan hasil penelitian, analisis data serta interprestasinya, maka pada penelitian ini ditarik kesimpulan, sebagai berikut:
1. Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hali ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan akuntansi sektor publik, maka akan semakin meningkatnya pengetahuan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan. Pegawai pemerintahan yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi akan memberikan dampak terhadap lingkungan tempat pekerjaannya tersebut.
2. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya ketidakpastian lingkungan, maka tidak berpengaruhnya penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan, hal ini mengakibatkan adanya gesekan terhadap lingkungan sekita tempat bekerja pegawai pemerintahan namun tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan yang di sajikan.
3. Pengawasan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hali ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengawasan sistem pengendalian internal, maka akan semakin meningkatnya pengetahuan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan. Dalam hal ini pegawai pemerintahan di awasi oleh badan pemerintahan yang mengatur tata kelola pegawai pemerintahan baik sikap maupun dalam melaporakan pertanggunjawaban kepada pemerintahan pusat. 
4. Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hali ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas laporan keuangan, maka akan semakin meningkatnya pengetahuan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan. Suptansi pemerintahan yang mengelola bagian keuangan daerah sangat berperan penting dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) untuk di pertanggung jawabkan ke badan pemerintahan.
5. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hali ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran, maka akan semakin meningkatnya pengetahuan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan. Baik pemerintahan daerah maupun masayarakat harus mengetahui anggaran yang diberikan pemerintahan pusat untuk daerah telah digunakan sesuai dengan yang telah dilaporakna  ke pemerintahan pusat dan sebagai mestinya dipergunakan.
B. Implikasi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kantor pemerintahan kususnya walikota DKI.Jakarta untuk lebih memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan kepada masayarakat . 
1. penerapan akuntansi keuangan sektor publik dapat di pengaruhi dari perilaku-prilaku yang dimiliki oleh pegawai pemerintahan. 
2. Ketidakpastian lingkungan dapat di pengaruhi dari lingkungan kantor pegawai di mana dia bekerja 
2. Pengawasan sistem pengendalian internal hal ini dapat di pengaruhi oleh pejabat yang mempunyai wewenang di walikota dalam mengawasi pegawai pemerintahan dalam mengendalikan pemerintahaan daerah ataupun pusat 
3. Kualitas laporan keuangan dapat di pengaruhi oleh bagaian pegawai keuangan di instansi pemerintahan 
4. Kejelasan sasaran anggaran di pengaruhi oleh pemerintahan pusat dan daerah untuk pembangunan yang merata 
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bawah penerapan akuntansi keuangan sektor publik, Ketidak pastian lingkungan, Pengawasan sistem pengendalian internal, Kualitas laporan keuangan, Kejelasan sasaran anggaran masih ada terdapat variabel-variabel di luar dari variabel di atas yang tergali dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan partisipasinya aktif peneliti selanjutnya untuk meneliti vaiabel-variabel lain yang berpengaruh kinerja instansi pemerintahan, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih bervariasi dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
C. Keterbatasan 
Peneilitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Penelitian ini hanya menerapkan metode penyebaran kuesioner dan tidak menerapkan metode lainnya seperti wawancara dan metode lainnya.
Dalam penelitian ini hanya dilakukan penyebaran kuesioner pada Walikota Jakarta Pusat, Selatan dan Jakarta Barat sehingga penelitian ini hanya mencerminkan mengenai kondisi pegawai pemerintahan di Walikota Jakarta Pusat, Selatan dan Jakarta Barat.
D. Saran 
1. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutanya dapat menambah variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan adanya pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan selain variabel-variabelyang digunakan dalam penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.
2. Memperbanyak jumlah responden dan kantor walikota yang diteliti karena jumlah responden dan kantor walikota yang semakin banyak akan mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh menjadi akurat 
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